BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Perkembangan teknologi saat ini telah memberikan kemudahan
bagi manusia untuk melaksanakan kegiatan maupun pekerjaan yang
dilakukan sehari-hari. Perkembangan teknologi juga tidak luput dari
penyalahgunaan atas penggunaannya dengan tujuan sebagai media
pembuatan konten pornografi anak. Di Indonesia sendiri terdapat salah
satu kasus yang muncul di tahun 2023 dimana terdapat sebuah Google
forms yang tersebar sebagai tempat para pelaku dapat mengisi informasi
korban yang media fotonya ingin diubah menjadi sebuah konten
pornografi. Korban-korban yang terjerat dalam kejahatan ini tidak luput
dari korban anak-anak yang tentunya termasuk kedalam kejahatan
pornografi anak. Saat ini Indonesia sudah mengatur kejahatan pornografi
anak yang tertuang dalam Pasal 4 Ayat (1) Huruf f Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang
kemudian definisi dari pornografi anak diuraikan dalam penjelasan pasal
dengan tujuan untuk memenuhi perlindungan anak sebagai salah satu
bentuk hak anak. Namun, Indonesia saat ini belum memiliki aturan yang
secara spesifik mengatur tindak kejahatan pornografi anak yang dilakukan
melalui sistem komputer, yang dalam penulisan ini disimpulkan sebagai
bentuk perkembangan teknologi seperti kecerdasan artifisial, sebagaimana
saat ini telah diatur dalam Pasal 9 Konvensi Budapest.

Penyalahgunaan data anak dalam kejahatan ini tidak dapat luput.
Indonesia memberikan perlindungan hukum mengenai penyalahgunaan
data anak yang diatur dalam Pasal 4 Ayat (1) dan Ayat (2) UU PDP
sebagai Data Pribadi yang bersifat spesifik dan lebih spesifik diatur dalam
Pasal 25 Ayat (1) dan Ayat (2) UU PDP. Namun, UU PDP saat ini masih
belum dapat menjangkau perlindungan data anak dengan optimal jika
dibandingkan dengan pengaturan data anak yang tertuang dalam GDPR
sebagai aturan yang dikeluarkan oleh Uni Eropa atau COPPA sebagai
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aturan yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat. Kedua aturan tersebut
dapat menjadi rujukan untuk Indonesia tentang bagaimana melaksanakan
regulasi perlindungan data anak secara optimal sehingga anak-anak dapat
terlindungi dengan baik. Hal ini sejalan dengan masih banyaknya
fenomena penyalahgunaan data anak dengan menggunakan teknologi yang
terjadi mengingat anak-anak merupakan pihak yang rentan sehingga
Indonesia perlu melakukan pengembangan terkait regulasi perlindungan
data anak yang kemudian dapat menjangkau permasalahan ini secara
efektif.

Indonesia saat ini belum memiliki norma hukum berbentuk
Undang-undang yang secara tegas dapat mengatur penggunaan dan
pelaksanaan teknologi kecerdasan sebagai salah satu bentuk perkembangan
teknologi. Terdapat beberapa pendapat yang mendefinisikan kecerdasan
artifisial sebagai Agen Elektronik berdasarkan karakteristik teknologi
tersebut yang bersifat otomatis menurut UU ITE. Definisi yang disematkan
terhadap kecerdasan artifisial dinilai kurang tepat karena pengoperasian
teknologi tersebut terhitung kompleks untuk dikatakan sebagai sebuah
Agen  Elektronik.  Perlindungan hukum di Indonesia terkait
penyalahgunaan perkembangan teknologi, yang secara spesifik dalam
penulisan ini mengarah pada teknologi kecerdasan artifisial, dinilai belum
terpenuhi secara efektif mengingat fenomena kasus yang terjadi di tahun
2023 masih terus beroperasi hingga saat ini. Indonesia harus dapat
memastikan penggunaan dan pemakaian kecerdasan artifisial untuk tetap
selaras dengan norma etik dan norma hukum yang ada. Indonesia juga
dapat membentuk sebuah regulasi khusus terkait pelaksanaan dan
penggunaan teknologi kecerdasan artifisial dan sosialisasi kepada para
aparat penegak hukum terkait perkembangan teknologi saat ini, kebijakan
terkait perkembangan teknologi serta penanggulangannya dalam berbagai
jenis kejahatan terkait penyalahgunaan perkembangan teknologi sebagai

bentuk preventif terhadap fenomena ini.
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5.2 Saran

Permasalahan yang timbul dari penyalahgunaan perkembangan
teknologi perlu menjadi sorotan mengingat korban yang ditimbulkan disini
adalah anak-anak sebagai pihak yang rentan. Terdapat beberapa saran yang
salah satunya adalah mengenai regulasi pornografi anak dimana perlunya
dibentuk peraturan atau regulasi yang khusus mengatur terkait pornografi
anak di Indonesia yang kemudian dapat mengatur kejahatan pornografi
anak secara spesifik melibatkan perkembangan teknologi sebagai media
pembuatannya. Pembentukan peraturan atau regulasi ini dapat berbentuk
sebagai peraturan yang berdiri sendiri ataupun adanya pengembangan
terhadap UU Pornografi dan UU Perlindungan Anak yang dilakukan
melalui perubahan Undang-undang. Selain itu saran lain yang dapat
diberikan  terkait data anak adalah dengan membentuk dan
mengembangkan regulasi yang secara spesifik mengatur definisi data anak
beserta perlindungan atau batasan-batasan pengolahan data anak yang
dapat dilakukan dengan melakukan perubahan dan pengembangan UU
PDP sebagai bentuk preventif yang dapat dilakukan Indonesia terkait
fenomena ini. Beberapa negara seperti Uni Eropa dengan Pasal 8 GDPR
ataupun Amerika Serikat dengan COPPA nya dapat menjadi pedoman
rujukan bagi Indonesia untuk melakukan pembentukan dan pengembangan
terhadap regulasi data anak secara spesifik dan optimal sehingga dapat
melindungi data anak dari segala jenis penyalahgunaan kedepannya.

Indonesia perlu memiliki kesadaran bahwa perkembangan
teknologi dapat disalahgunakan dengan tujuan untuk melakukan suatu
kejahatan yang pada fenomena ini menggunakan teknologi kecerdasan
artifisial untuk membuat konten pornografi anak. Kesadaran akan celah ini
dapat menunjukkan bahwa pentingnya pengaturan terkait penggunaan dan
pelaksanaan teknologi di wilayah Indonesia yang saat ini dapat diatur
dalam norma etik atau ditegaskan dalam suatu norma hukum berbentuk
Undang-undang yang sebagaimana dapat dilihat praktik nya pada Uni
Eropa yang telah meresmikan Undang-Undang khusus mengenai

kecerdasan artifisial. Pengaturan ini perlu dilakukan sebagai langkah
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preventif dan untuk dapat memastikan bahwa penggunaan maupun
pelaksanaan dari teknologi-teknologi ini dapat berjalan selaras dengan
norma etik dan norma hukum yang ada di Indonesia.

Sejalan dengan kesadaran terhadap perkembangan teknologi,
Indonesia perlu mempersiapkan anak-anak sebagai generasi penerus
bangsa dalam menghadapi perubahan serta konsep baru yang muncul
dengan adanya perkembangan teknologi tersebut terutama dalam penulisan
ini terkait dengan topik pornografi. Pendidikan seksual pada anak-anak
maupun remaja dapat menjadi salah satu cara untuk mempersiapkan
mereka menghadapi perubahan akibat dari perkembangan teknologi. Cara
ini juga dapat menjadi salah satu bentuk perlindungan lain dalam
menghadapi fenomena tersebut dan juga untuk memenuhi hak anak di

Indonesia.
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